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ABSTRAK
Dengan adanya transaksi elektonik banyak pengaduan terhadap grab toko lantaran memberikan janji akan promosi besar-besaran untuk sebuah barang elektronik sehingga konsumen banyak yang tertarik untuk membeli barang tersebut tetapi barang belum juga dikirim kepada konsumen setelah konsumen mentransfer sejumlah uang kepada manager grab toko. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Bentuk tanggung gugat grab toko atas wanprestasinya yaitu konsumen e-commerce berhak mendapatkan konpensasi ganti rugi menurut pasal 19 ayat 1 UUPK bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan bentuk dari ganti rugi tersebut terdapat pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat hukum yang dilakukan produsen e-commerce atas wanprestasinya terhadap konsumen e-commerce bisa dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.0000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Kata kunci: wanprestasi, tanggung gugat grab toko, konsumen e-commerce

ABSTRACT

With electronic transactions, there are many complaints against shop grabs because they promise a massive promotion for an electronic item so that many consumers are interested in buying the item but the item has not been sent to the consumer after the consumer transfers some money to the store grab manager. The research method used is a normative juridical research method which is
library research, namely research on legislation and literature related to the research discussed. The form of accountability for grab stores for default, namely e-commerce consumers are entitled to compensation compensation according to article 19 paragraph 1 UUPK that business actors are responsible for providing compensation for consumer damage due to consuming goods and/or services traded. Article 1243 of the Civil Code, the legal consequences of e-commerce producers for their defaults on e-commerce consumers are Article to a maximum imprisonment of six years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).
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PENDAHULUAN
Globalisasi yang serba modern ini, semua aktifitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah. Aktifitas manusia terminalisir dengan alat bantu, alat-alat canggih berupa elektronik yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Masyarakat sudah tidak asing dengan internet. Internet adalah jaringan komunikasi antar manusia diseluruh dunia yang terhubung dengan jaringan komputer melalui telepon dan satelit. Semua lapisan masyarakat dapat menikmati layanan internet kapan pun dan dimanapun. Setiap orang dapat saling terhubung meskipun dengan jarak sangat jauh sekalipun. Saat ini internet menjadi bagian terpenting bagi kehidupan masyarakat, misal dalam berbisnis, jual beli, bersosial, berita, dan bertukar informasi atau lainya.1
Jual beli berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) jual beli adalah salah salah satu bentuk kegiatan yang melibatkan penjual dan pembeli. Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Tidaklah berbeda dengan perjanjian pada umumnya, yaitu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang dan dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.
Banyak yang membedakan kontrak perjanjian Jual Beli online dari kontrak lain pada umumnya adalah bahwa kesepakatan tidak diberikan dalam bentuk tertulis maupun lisan, melainkan melalui komunikasi dengan media elektronik. Konsumen bisa mengikatkan dirinya dengan melakukan kontrak elektronik

1 Witono, 2008, Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli dan lelang online, jurnal sistem informasi, Maranatha, volume 6, No. 1, hlm 9-10.
dalam melakukan transaksi e-commerce, kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak melalui media elektronik, dan transaksi mereka disebut transaksi e-commerce.
Perlindungan konsumen setiap pelaku usaha haruslah dapat memenuhi segala tanggung gugat hukum ketika sedang melakukan jual beli dengan konsumen seperti Pelaku usaha mencakup setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.2
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) banyaknya pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut diantaranya yang ramai dengan banyak pengaduan pada grab toko. Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN) mencatat pengaduan untuk kasus penipuan Grab Toko yang masuk dalam satu hari melampaui 100 laporan. Lebih lanjut Kementerian Kominfo disarankan untuk mereview kembali aturan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Grab toko yang memberikan janji-janji akan promosi diskon besar-besaran sehingga banyaknya konsumen yang tertarik untuk membeli dengan mentransfer sejumlah uang untuk mendapatkan barang elektronik tersebut.3
Dalam kasus Grab Toko lantaran pelaku menginvestasikan uang hasil kejahatannya ke dalam bentuk mata uang kripto, polisi juga menjeratnya dengan pasal 82 dan/atau pasal 85 pada undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2 Rifan Adi Nugraha, 2014, “Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online”, Jurnal serambi hukum vol.08 hlm. 98, URL: https://docplayer.info/55806637-Perlindungan-hukum-terhadap- konsumen-dalam-transaksi-online-oleh-rifan-adi-nugraha-jamaluddin-mukhtar-hardika-fajar-ardianto.html, diakses tangal 17 April 2022.
3Edmon Makarim, 2004, Komplikasi Hukum telematik, Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 20.
Pemberian saksi untuk grab toko tidak hanya untuk saksi Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja tetapi juga ditekankan pada undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE) menyebutkan “Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya”. Aspek hukum dalam transaksi e-commerce dan perlindungan transaksi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, melakukan perbuatan hukum yang tercipta lahirnya perjanjian atau kontrak secara elektronik. Ketentuan undang- undang nomor 19 tahun 2016 pasal 1 angk 17 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud kontrak elektronik yaitu perjanjian yang tercantum dalam dokumen elektronik.4
Tanggung gugat pelaku usaha yang bersengketa dikarenakan salah satu
pihak merasa dirugikan akibat adanya perbuatan melanggar hukum pihak lain menyebabkan mewajiban pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk menanggung kerugian sesuai gugatan yang diajukan di pengadilan oleh pihak yang dirugikan. Jadi ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku kepada penderita. Tanggung jawab tersebut timbul sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Pasal 1365 BW menyatakan perbuatan yang melanggar hukum membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Perlindungan konsumen bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Setiap orang ataupun individu suatu waktu, dalam posisi tunggal maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan yang seperti menunjukkan adanya

4https://id.wikipedia.org/wiki/UndangUndang_Informasi_dan_Transaksi_ElektronikAsas_dan_tuj
uan, diakses tanggal 2 Juni 2022
kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mengatur hak dan kedudukan kewajiban konsumen dan produsen, konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia dipasaran. Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan tekonologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Transaksi elektronik banyak menimbulkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan pelaku usahan terhadap pembeli, wanprestasi berasal dari adanya kesepakatan atau perjanjian suatu periktan hukum dengan adanya suatu transaksi yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak (ingkar janji). Ganti rugi dalam kasus wanprestasi ada tiga yang mencakup seperti biaya yaitu pengeluaran ongkos yang secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian elektronik, kedua seperti kerugian yaitu rugi secara nyata menimpa harta benda maupun barang yang tidak sesuai rencana, terakhir bunga yaitu hilangnya keuntungan yang didapat maupun keuntungan yang diharapkan ketika debitur cendera janji.5
Akibat hukum adalah suatu akibat yang dapat ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum berarti suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.6 Pasal 1 angka 3 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha yaitu setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayaah hukum baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian elektronik maupun bukan elektronik. Dalam penjelasan pasal tersebut sudah jelas bagaimana ketentuan pelaku usaha atau produsen harus lebih bertanggung jawab atas kenyamanan konsumen dalam bertransaksi, pelaku usaha dalam pengertian

5 Agus Yudha Hernoko, 2013, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil, Kencana Pranada Media Group: Jakarta, hlm. 17.
6 Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika: jakarta, hlm. 295.
ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer. Perusahaan yang ada di negara-negara eropa khususnya belanda, pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang. grab toko sebagai pelaku usaha harus paham apa yang tercantum dalam pasal yang dijelaskan secara jelas dan nyata agar tidak terjadi wanprestasi.
Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang bagaimana bentuk tanggung gugat grab toko atas wanprestasinya terhadap konsumen e-commerce, kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis akibat hukum produsen e-commerce atas wanprestasinya terhadap konsumen e-commerce, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tanggung gugat grab toko atas wanprestasinya terhdap konsumen e- commerce ? serta akibat hukum produsen e-commerce atas wanprestasinya terhadap konsumen e-commerce di tinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik?
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Normative Legal Research). Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan tiga cara pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (concepyual approach), pendekatan kasus.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dengan maraknya plat from e-commerce ditengah hits masyarakat seperti grab toko yang sedang banyak diketahui masyarakat seluruh indonesia dimana dalam marketing bisnisnya dia menjual barang elektronik yang sangat murah dari toko lain menyebabkan beberapa konsumen tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan platfrom grab toko, dari kasus grab toko dengan tidak mengirim
barang sudah jelas terjadi wanprestasi antara produsen atau pelaku usaha terhadap konsumen yang membeli barang tersebut, tanggung gugat wanprestasi sudah jelas disini penulis paparkan untuk adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan pemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen.7 Tanggung Jawab Pemilik Grab toko dalam hal Konsumen mengalami kerugian terkait Data Pribadi. Berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen terdapat 2 Pasal tentang hak konsumen yang sering dilanggar pelaku usaha dalam grab toko yakni adalah : Pasal 4 huruf a. “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” Pasal 4 huruf c. “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;”
Sudah jelas dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen setidaknya terdapat 2 Pasal tentang Kewajiban Pelaku usaha yakni Grab toko ini, yaitu : Pasal 7 huruf
b. “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” Pasal 7 huruf f. “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”. Terjadi Masalah bilamana Konsumen mengalami kerugian dalam hal menggunakan jasa Grab toko, bilamana dapat dilihat dari rumusan Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen yang mana Pelaku Usaha yakni Pemilik Grab toko yang menawarkan jasa kepada konsumen bilamana melanggar Hak Konsumen dan Kewajibannya maka Pelaku Usaha yakni Pemilik Grab toko dapat dimintai Pertanggung Jawabannya dan wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jasa dan/atau barang. Pada transaksi e-commerce hak-hak konsumen sangat riskan sekali untuk dilanggar, dalam hal ini konsumen tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh dalam transaksi e-commerce. Hak atas kenyamanan, keamanan. Hak untuk mendapatkan keamanan dalam bertransaksi e-commerce sangatlah kurang, tidak ada jaminan keamanan data, nomor kartu kredit, password yang memadai
7 Cindy Aulia Khotimah Jeumpa Crisan Chairunnisa, 2016, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Belionline (E-Commerce)”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 15.
yang diberikan oleh Grab toko yang berada di Indonesia, ini berbahaya dikarenakan data pribadi dapat disalahgunakan oleh pemilik grab toko dan atau pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab berimplikasi pada identitas yang digunakan sebagai promosi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, Hacking data nomor rekening dan password yang disalah gunakan untuk mengakses data pribadi secara tidak terhormat bertentangan dengan Moral dan Kesusilaan.
Jaminan akan kerahasiaan data sangat penting untuk dijaga oleh pelaku usaha demi keaman dan kenyamanan konsumen, sehingga kenyamanan, keamanan konsumen dalam bertransaksi elektronik belum terjamin dan kiranya Pemilik Grab toko wajib menggunakan teknik enkripsi sebuah teknologi (persandian) yang dikembangkan oleh Netscape pada tahun 1994 untuk mengamankan HTTP (menjaga pengiriman data antara web server (situs) dengan pengunjungnya untuk pengamanan websitenya demi keamanan dan kenyamanan Konsumen.
Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk (baik barang ataupun jasa), karena dengan informasi yang jelas yang tertulis didiskripsi e-commerce, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk (baik barang ataupun jasa).8 Pemilik Grab toko dapat dimintai pertanggungjawabannya secara mutlak bila kesalahan yang dilakukannya adalah tidak memberikan jaminan keamanan keselamatan data pribadi Konsumen baik identitas, nomor rekening, password Pengguna Grab toko yakni sebagai Konsumen karena hal ini berpotensi dan menyebabkan penyalahgunaaan data-data tersebut secara tidak terhormat, tidak bermoral dan tidak berkesusilaan. Seorang konsumen mempunyai hak terhadap dua pihak. Pertama, terhadap retailer yang menjual produk dengan kontrak jual beli. Kedua, dengan pihak produsen. Hak konsumen terhadap retailer berdasarkan kontrak sedangkan hanya terhadap manufaktur berdasarkan

8 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Perkasa: Jakarta, hlm.41, dikutip dari Sudjana dan Elisantris Gultom, 2016, Rahasia Dagang Dalam Persfektif Perlindungan Konsumen, Keni Media, hlm.103.
kelalaian.9 Pelaku usaha yang meliputi berbagai bentuk dan jenis usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK, sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha. pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila konsumen merasa dirugikan saat menggunakan barang dan/atau jasa yang ia terima atau dengan kata lain tidak terlaksananya kewajiban hukum. Mengenai kewajiban pelaku usaha tercantum pada Pasal 7 UUPK. Hak konsumen selaku penumpang yang terdapat pada UUPK saling berkesinambungan antara penumpang dan penyedia jasa. Dengan demikian terlihat pada masalah kenyamanan, keamanan konsumen dalam bertransaksi elektronik merupakan hal yang paling pokok dalam perlindungan konsumen. Produsen yang melanggar hukum membahayakan konsumennya maka tidak layak beroperasi. Selain itu konsumen pun berhak mendapatkan layanan yang sesuai dengan nilai tukar yang sudah diperjanjikan. Apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan maka konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan serta upaya penyelesaian sengketa dan mendapatkan kompensasi berupa ganti rugi apabila tidak sesuai dengan perjanjian.
Menurut penulis sangat penting hak-hak konsumen untuk dipenuhi kewajibannya, karena pepatah mengatakan pembeli adalah raja, sehingga melahirkan berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi keempat hak asasi manusia, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa yang akan datang.10 Konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan berupa tanggung jawab atas informasi, tanggung jawab hukum atas jasa yang diberikan dan tanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan. Setiap pelaku usaha atau produsen memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dihasilkan atau diperdagangkan pada konsumen.
Dunia internet sekarang makin canggih banyak transaksi pada hukum bisnis. Salah satu aktifitas yang selalu dilaksanakan, yaitu aktifitas perdagangan. Karena aktifitas perdagangan tersebut hadirlah suatu sistem transaksi elektronik

9 BPHN Departemen Kehakiman, 1980, Simposium Aspek–aspek Masalah Perlindungan Konsumen, Bina Cipta: Jakarta, hlm. 66.
10 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada: Yogyakarta, hlm.180.
perdagangan yang dilaksanakan dalam dunia internet yang dikenal dengan e- commerce.11 Dunia perdagangan atau bisnis yang berkembang cepat mengusulkan sebuah bentuk atau sistem perdagangan yang inovatif dan kreatif mengikuti perkembangan teknologi yang tinggi di bidang media komunikasi dan informasi. Dalam hal ini tentunya juga dipahami sebagai konstruksi terhadap bentuk perjanjian “klasik” yang selama ini populer didunia platfrom marketing bisnis produsen e-commerce, meskipun berbeda secara substansi tetaplah sama dengan sentuhan modifikasi dalam bertransaksi elektronik.12 Transaksi E-commerce yang dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengaplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi yang lagi tren dikalangan masyarakat. Kedua para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.13 Suatu transaksi e-commerce juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli non e-commerce pada umumnya, dalam suatu transaksi e-commerce juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Suatu kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pelaku usaha dan pembeli terjadi apabila terdapat suatu penawaran dari pihak penjual bila ada suatu penerimaan dari pihak calon pembeli.
Salah satu kelebihan atau keuntungan dalam e-commerce adalah informasi yang beragam dan mendetail yang dapat diperoleh konsumen untuk melihat, memilih sebelum cekout terlebih dahulu, dibandingkan dengan perdagangan konvensional tanpa harus bersusah payah pergi ke banyak tempat. Tetapi e- commerce juga memiliki kelemaha yakni metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha ataupun produsen e-commerce dan konsumen secara langsung serta tidak dapatnya konsumen melihat secara langsung barang

11 Meliala, 2015, Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa. Jurnal Wawasan Yuridika, no. 99–111. https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.92. hlm. 100.
12 Maskun, 2013, Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hlm. 18.
13 S Putra, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E- Commerce, Jurnal Ilmu Hukum 4, 287–308, https://media.neliti.com/media/publications/9164-ID- perlindunganhukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-e-commerc.pdf, hlm. 291.
yang dipesan sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen.14 Transaksi jual beli online memang mudah dan cepat diera yang serba media elektronik serta tanpa pertemuan secara langsung dengan penjual, tetapi pembeli tidak dapat melihat langsung kondisi barang yang ingin dibeli hanya tercantum foto barang yang dijual saja, jika pelaku usaha tidak sesuai dengan apa yang ada pada aplikasi e-commerce tersebut terdapat penipuan atau pihak penjual melakukan suatu wanprestasi maka dapat dikenakan sanksi pidana, mempermudah konsumen mendapat perlindungan hukum yang jelas.15
E-commerce sudah diatur secara jelas dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). UU Perdagangan ini merupakan manifestasi dari keinginan untuk memajukan sektor perdagangan yang dituangkan dalam kebijakan perdagangan elektronik dengan mengedepankan kepentingan nasional. Sudah sangat jelas dalam Pasal 2 huruf a tersebut yang menyatakan bahwa “kebijakan perdagangan disusun dalam asas kepentingan nasional”. Kepentingan nasional tersebut meliputi: mendorong akan pertumbuhan ekonomi, mendorong daya saing perdagangan secara sehat, melindungi produksi dalam negeri, memperluas pasar tenaga kerja, melindungi konsumen, menjamin kelancaran/ketersediaan barang dan jasa UMKM dan lain sebagainya.16
Terkait dengan penggunaan internet, yang merupakan pemanfaatan dari teknologi informasi dan transaksi elektronik, oleh karena itu harus dilakukan sesuai dengan Pasal 3 UU ITE.17 Dalam Pasal 3 UU ITE diatur bahwa: “Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi e-commerce dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”
Dengan semakin berkembangnya perdagangan elektronik yang dilakukan secara online, tentunya akan mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum, salah

14 Yudha Sri Wulandari, 2018,Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli ECommerce, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 199–210, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.687, hlm. 205. 15 Basyirah Mustarin, 2017, Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online, Jurnal Restorative Justice,132–45, https://doi.org/10.35724/jrj.v1i2.1915, hlm. 137.
16 Az. Nasution, 2001, Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet, 1 Jurnal Keadilan hlm.28.
17 Dhaniar Eka Budiastanti, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet,Jurnal Cakrawala Hukum 8, no. 1 (2017): 22–32, https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1727, hlm. 25.
satunya terkait pelanggaran terhadap asas iktikad baik yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat sesuai kontrak perjnjian. Konsekuensi dari adanya iktikad yang tidak baik dalam perjanjian jual beli online, yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beriktikad tidak baik yang melakukan wanprestasi tersebut tidak hanya secara perdata, tetapi juga bisa di bawah ke ranah hukum pidana atas kasus penipuan. Bagi para pengguna produsen yang memanfaatkan situs forum atau web untuk melakukan penipuan dengan cara memberikan informasi palsu dan melakukan serangkaian kebohongan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan, dalam kasus grab toko berarti telah melakukan tindak pidana penipuan dan melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
Untuk mengantisipasi dan mengoptimalkan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam transaksi e-commerce, utamanya masalah penipuan maka pelaku usaha maupun konsumen wajib mematuhi aturan UU ITE khususnya yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) PP No 71 Tahun 2019, terutama wajib memperhatikan iktikad baik dalam transaksi jual beli online dan prinsip kehati-hatian, sehingga perjanjian jual beli online tidak rawan terjadinya penipuan ataupun wanprestasi. Masalah iktikad baik ini sangat wajib diperhatikan oleh para pihak dalam jual beli online karena apabila salah satu pihak tidak mempunyai iktikad baik maka memunculkan akibat hukum melanggar ketentuan perjanjian, yang rawan terjadinya wanprestasi maupun penipuan media transaksi e- commerce.18
Penipuan transaksi elektronik tidak dimuat secara jelas dalam UU ITE ini. namun, pelaku dapat disangkakan Pasal 28 ayat (1) dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undangundangan dan alat
18 I Gede Krisna Wahyu Wijaya and Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online,” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 8 (2018): 1–15, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212, hlm. 9.
bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.19 Di mana unsur-unsur suatu perbuatan penipuan ditegaskan dan dipaparkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang diatur bahwa Setiap orang individu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik Unsur objektif Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu perbuatan menyebarkan; dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan unsur subjektif Pasal 28 (1) UU ITE yaitu dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum. Sedangkan mengenai Pasal 28 ayat (1) UU ITE di atas, ketentuan pidananya dapat dilihat dalam Pasal 45A ayat (1), Akan tetapi, meskipun dengan adanya pengaturan hukum tersebut tetapi fakta di masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam transaksi e- commerce. Apabila penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam transaksi e-commerce, seperti utamanya persoalan penipuan dalam jual beli online yang masih rawan terjadinya penipuan. Lahirnya kontrak elektronik juga pada saat tercapainya kesepakatan, berarti diterimanya penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak.20 Dapat dikatakan bahwa apabila kita berbicara mengenai transaksi jual beli elektronik atau e-commerce tidak terlepas pada konsep jual beli yang secara umum diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata. Jika pengaturan mengenai jual beli media elektronik atau e- commerce dilakukan dengan menerapkan KUHPerdata maka terhadap e- commerce akan diterapkan ketentuan-ketentuan dari KUHPerdata, beberapa ketentuan yang penting di dalam hukum perjanjian.21 Perjanjian jual beli media elektronik tidak lepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yakni “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

19 Jevlin Solim et al., Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia, Jurnal Hukum Samudra Keadilan 14, no. 1 (2019): 96–109, https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1157, hlm.
101.
20 Ahmad Miru, 2014, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak. RajaGrafindo Persada, hlm. 143-144
21 Niniek Suparni, 2009, Cyberspace ‘Problematika & Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika, hlm. 89
untuk sahnya suatu perjanjian harus diperlukan empat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Namun begitu UUPK ini masih memiliki kekurangan yakni tidak dapat menjangkau pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri. Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UUPK bahwa pelaku usaha yang dimaksud yaitu hanya berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Pengaturan hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam kegiatan perdagangan yang menggunakan media elektronik atau e-commerce secara khusus dapat kita temukan dalam UU Perlindungan konsumen. Perlindungan hukum yang terdapat dalam UUPK kepada konsumen e-commerce terdapat dalam Pasal 65 yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi secara benar dan lengkap mengenai barang yang akan diperdagangkan dan layak. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan kegiatan perdangan dengan menggunakan media elektronik dapat kita temui juga dalam UU ITE. Dalam UU ITE perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen e-commerce yaitu dalam Pasal 28 ayat (1) dan sanksi pidana Pasal 45A ayat (1).
KESIMPULAN
Penulis berikan kesimpulan atas kasus grab toko, dari kasus diatas Bentuk tanggung gugat grab toko atas wanprestasinya terhadap konsumen e-commerce ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Pasal 4 UUPK huruf a yang menyatakan bahwa “keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa”, pasal 4 huruf c bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa” dan Pasal 19 ayat (1) UUPK, Bagi penulis perlunya juga dilakukan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menyangkut dengan tanggung gugat grab toko melalui internet yang memberikan perlindungan hukum agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam bertransaksi. konsumen berhak mendapatkan kompensasi berupa ganti rugi sesuai undang-undang jika salah satu pihak tidak sesuai dengan perjanjian kontrak elektronik, konsumen sudah pasti merasa dirugikan atas
wanprestasi yang dilakukan grab toko tersebut, bentuk wanprestasi pasal 1243 KUHPerdata berupa biaya ongkos kirim konsumen e-commerce, kerugian yang terjadi dalam hal tidak dikirimnya barang dan bunga keuntungan yang diharapkan untuk dijual kembali.
Jika tidak terpenuhinya atas pasal 1243 yang telah dijelaskan diatas maka Akibat hukum produsen e-commerce atas wanprestasinya terhadap konsumen e- commerce ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa terjadi ranah pidana seeperti yang tercantum dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE tentang perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam kasus grab toko yang sudah banyak terjadi penipuan penulis sepakat konsumen lebih selektif serta melihat rating, komen pada aplikasi e-commerce untuk menjaga keamaanan dan mengedepankan infrastruktur transaksi secara online seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual dan jaminan kemanan jalur pembayaran (payment gateway).
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